PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOMOR 100 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
DAN PEMERI NTAH REPUBLI K CH LE MENGENAI KERJASAVA EKONOM
DAN TEKNI K ( AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT COF THE REPUBLI C
OF | NDONESI A AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLI C OF CHI LE
ON ECONOM C AND TECHNI CAL COOPERATI ON)

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang :

a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 28 April 2004 Penerintah
Republ i k Indonesia telah nenandatangani Persetujuan antara
Penerintah Republik Indonesia dan Penerintah Republik Chile
nmengenai Kerjasama Ekonom dan Tekni k ( Agreenent between the
Governnent of the Republic of Indonesia and the Governnent of
the Republic of Chile on Econom ¢ and Techni cal Cooperation),
sebagai hasil| perundi ngan antara Del egasi-del egasi Penerint ah
Republ i k I ndonesi a dan Penerintah Republik Chile;

b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu nengesahkan Persetujuan
t ersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara
Republ i k I ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonmor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
| nt eenasi onal (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 2000
Nonor 185, Tanbahan Lenbaran Negara Republi k |ndonesia Nonor
4012);

3. Undang- Undang Nonmor 10 Tahun 2004 tentang Penbentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Tahun 2004 Nonor 53, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a Nonor 4389);

VEMUTUSKAN:

Menet apkan :

PERATURAN  PRESI DEN  TENTANG  PENGESAHAN  PERSETUJUAN  ANTARA
PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESIA DAN PEMERI NTAH REPUBLIK CHILE
MENGENAI KERJASAMA EKONOM DAN TEKNI K ( AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMVENT OF THE REPUBLI C OF | NDONESI A AND THE GOVERNMVENT OF THE
REPUBLI C OF CHI LE ON ECONOM C AND TECHNI CAL COOPERATI ON) .

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Penerintah Republik |ndonesia dan
Penerintah Republik Chile nmengenai Kerjasama Ekonom dan Tekni k
(Agreenent between the Government of the Republic of indonesia and
t he Governnent of the Republic of Chile on Econom c and Technica
Cooperation) yang tel ah ditandatangani pada tanggal 28 April 2004
di Jakarta yang naskah aslinya dalam Bahasa |ndonesia, Bahasa



Spanyol, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlanpir dan nerupakan
bagi an yang tidak terpi sahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tang gal ditetapkan.

Agar setiap orang nengetahui nya, nenerintahkan pengundangan
Perat uran Presiden ini dengan penenpatannya dal am Lenbaran Negar a
Republ i k I ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Novenber 2007
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.

DR H SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Novenber 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSI A
REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.
ANDI  NMATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 2007 NOMOR 138

PERSETUJ UAN
ANTARA
PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
DAN
PEMERI NTAH REPUBLI K CHI LE
VENGENAI
KERJASAVA EKONOM  DAN TEKNI K

Penerintah Republik Indonesia dan Penerintah Republik Chile dal am
persetujuan ini selanjutnya disebut "Para Pi hak";

BERHASRAT nenperl uas dan neni ngkat kan hubungan bilateral di
bi dang ekonom dan teknik secara berkelanjutan dan untuk jangka
panj ang;

MEYAKI NI akan perlunya kerjasanma jangka panjang yang efektif
bagi kepentingan kedua negar a;

MENEGASKAN kepenti ngan untuk nenpererat kerjasana, bil ateral
ant ara kedua negar a;

DI DORONG ol eh kei ngi nan unt uk menper er at hubungan
per sahabat an yang ada dan untuk memaj ukan perl uasan kerjasama
ekonom dan tekni k antara kedua negara atas dasar prinsip



per samaan, saling nenguntungkan dan nmenghormati kedaul at an;

TUNDUK PADA ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di
masi ng- masi ng negar a;

TELAH MENYETUJUI sebagai beri kut

PASAL |
MAKSUD DAN TUJUAN

Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-
masi ng negara, Para Pi hak akan senantiasa nendorong dan nenaj ukan
pengenbangan kerjasanma ekonom dan teknik antara kedua negara bag
keunt ungan ber sana

PASAL ||
LI NGKUP KERJASANA

Kerj asanma ekonom dan tekni k yang di hasil kan dari Perset uj uan
ini dapat nencakup bidang-bidang lain yang akan ditentukan
kenmudi an ber dasar kan persetuj uan kedua pi hak

PASAL |11
KERJASAVA EKONOM DAN TEKN K

Kerjasana ekonom dan teknik akan dikenbangkan sesuai dengan
kemanpuan dan kebutuhan Para Pihak seperti halnya persyaratan-
persyaratan dan kondi si-kondisi yang akan disepakati oleh Para
Pi hak. Ketentuan-ketentuan secara rinci yang berhubungan dengan
bent uk- bent uk dan cara-cara nmaupun per syar at an- per syar at an
kerjasama di bidang yang tel ah di sepakati, akan diatur 1

pada pengat uran pel aksanaan tersendiri.

PASAL |V
HAK ATAS KEKAYAAN | NTELEKTUAL

1. Par a Pi hak hendaknya  nenganbi | | angkah-1 angkah  yang
di perl ukan untuk nmendorong kerjasama teknik antara nereka
nmel al ui pertukaran data ilnmu pengetahuan dan teknol ogi dan
pertukaran para ahli, teknisi dan pelatih sebagai bagi an dari
peni ngkatan di segala aspek kerjasama teknik antara
| enbaga- | enbaga khusus kedua pi hak.

2. Para Pihak setuju bahwa setiap kekayaan intelektual yang
timbul dalam pel aksanaan Persetujuan ini akan dimliKki
ber sama dan bahwa :

a. masi ng- masi ng Pi hak akan diizi nkan nmenggunakan kekayaan
intel ektual itu dengan tujuan nenelihara, nengadaptas
dan nmenyenpur nakan kekayaan i ntel ektual tersebut;

b. dal am keadaan kekayaan intelektual dipergunakan ol eh
sal ah satu Pi hak dan/atau | enbaga atas nama Penerintah
tersebut untuk tujuan bisnis, maka Pihak |ainnya berhak
unt uk nenperol eh royalti secara adil

3. Masi ng- masi ng Pi hak bertanggungjawab alas setiap tindakan
yang bertentangan dengan nereka yang dilakukan ol eh pihak



ketiga yang berkaitan dengan kepemlikan dan keabsahan
penggunaan hak- hak atas Kekayaan | ntel ektual yang di bawa ol eh
sal ah satu Pi hak untuk pel aksanaan setiap proyek, pengaturan
at au kegi at an.

Ji ka sal ah satu Pi hak berkei ngi nan untuk nengungkapkan data
dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari Kkegiatan
kerjasama berdasarkan Persetujuan ini kepada Pihak Ketiga,
Pi hak yang nengungkapkan data dan/atau informasi tersebut
harus terlebi h dahul u nenperol eh persetujuan dari Pihak |ain
sebel um pengungkapan di maksud dil akukan. Untuk tujuan dari
Persetujuan ini, data dan/atau informasi rahasia yang
di mmksud harus nenenuhi persyaratan pada Pasal 39 dari
Per set uj uan nengenai Aspek Perdagangan dari Hak Atas Kekayaan
I ntel ektual, yang ditandatangani dalam kerangka O ganisasi
Per dagangan Duni a.

Para Pihak akan saling nenberi prioritas pertanma dalam
kerjasama komersial yang dihasilkan dari hak atas kekayaan
i nt el ektual berdasarkan Persetujuan ini.

PASAL V
PEMBENTUKAN KOM SI BERSAVA

Para Pihak sepakat nenbentuk Kom si Bersama (sel anjutnya
di sebut "Kom si") untuk nenfasilitasi pelaksanaan ketentuan
dalam Persetujuan ini, dan nenperluas ruang |ingkup
kepenti ngan dan keuntungan bersama, berdasarkan perti nbangan
keunt ungan konparatif dan kemanpuan dari masi ng- masi ng Pi hak.
Kom si akan menpertinbangkan |angkah dan upaya untuk
mengenbangkan dan nengintensifkan kerjasama antara kedua
negara dan neyakini kerjasama yang tepat dan inplenentasi
dari keput usan- keputusan atau rekonendasi-rekonendasi yang
di sepakati sesuai dengan Persetujuan ini

Status dan konposisi dari Kom si diruaksud akan ditentukan
ol eh kesepakat an bersanma Para Pi hak

Kom si akan nenentukan aturan dan/atau prosedur kerjanya dan
dapat nenbent uk Kel onpok Kerja untuk nenangani hal-hal khusus
yang nungki n ti nbul .

Kom si akan mengadakan pertemnuan berdasar kan perm ntaan sal ah
satu Pi hak, secara bergantian di Indonesia dan di Chile.

PASAL VI
AMANDEMEN

Masi ng-masi ng  Pi hak  dapat nmengaj ukan secara tertulis

peni nj auan kenbali atau amandenen al as Persetujuan ini. Peninjauan
kenbal i atau amandenen yang di sepakati ol eh Para Pi hak
hendaknya di buat dal am bentuk tertulis dan nenjadi bagi an integral

Persetujuan ini. Peninjauan Kenbali atau amandenen tersebut

akan berl| aku sesuai aturan dal am pasal VIII ayat 1.

PASAL VI |
PENYELESAI AN PERSELI| SI HAN

Setiap perbedaan atau perselisihan yang tinbul dari



penafsiran atau pel aksanaan pasal-pasal Persetujuan ini akan
di sel esai kan secara bersahabat nel al ui konsul tasi atau perundi ngan
ol eh kedua pi hak.

PASAL VI ||
MJULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHI RAN

1. Persetujuan ini nulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah
tanggal penberitahuan terakhir ol eh salah satu Pi hak kepada
Pi hak lain nelalui saluran diplomati k bahwa senua persyarat an
hukum yang di perl ukan untuk berl akunya Persetujuan ini telah
di penuhi .

2. Persetujuan ini akan berlaku untuk jangka waktu 5 (linma)
tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1
(satu) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak nengakhiri
Perset uj uan di maksud nel alui penberitahuan tertulis kepada
Pihak lain paling sedikit 6 (enam bul an sebel um berakhirnya
Persetujuan ini nelalui saluran diplomatik.

3. Ber akhi rnya Persetujuan ini tidak akan nmenpengaruhi keabsahan
dan berl akunya setiap pengaturan, program program dan/atau
proyek- proyek yang diadakan berdasarkan Persetujuan ini,
hendaknya di |l anj ut kan sanpai sel esai .

PASAL | X
PENGAKHI RAN PERSETUJUAN SEBELUMNYA

Ber | akunya persetujuan ini nmengakhiri Persetujuan antara
Penerintah Republik Indonesia dan Penerintah Republik Chile
mengenai Kerjasama Teknik yang ditandatangani di Jakarta pada
tanggal 8 Mei 1987.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, dengan
di beri kuasa ol eh Penerintah masi ng- masi ng, tel ah nmenandat angani
Per set uj uan i ni .

DI BUAT di Jakarta pada tanggal dua pul uh del apan bul an Apri
tahun dua ribu enpat, dalam rangkap dua, nasing-nasing dalam
Bahasa | ndonesia, Spanyol dan Inggris, senua naskah nenpunyai
kekuat an hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan nengena

penafsiran Persetujuan ini, maka naskah Bahasa 1Inggris yang
ber | aku.
UNTUK PEMERI NTAH UNTUK PEMERI NTAH
REPUBLI K | NDONESI A REPUBLI K CHI LE
ttd. ttd.
MANGASI  SI HOVBI NG CRI STI AN BARROS
Dl REKTUR JENDERAL WAKI L MENTERI LUAR NEGER

| NFORVASI, DI PLOVASI PUBLI K
DAN PERJANJI AN
| NTERNASI ONAL
ACUERDO
ENTRE
EL GOBlI ERNO DE LA REPUBLI CA DE | NDONESI A
Y



